
BUPATI LAMONGAN 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR I~ TAHUN 2015 

TENTANG 

PEMBERIAN KEKUASMN MEMUTUS PERMINTMN PINJAMAN (KMPP) 
PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN 

Menirnbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 
perbankan khususnya terhadap nasabah kredit pada 
PD. BPR Bank Daerah Lamongan, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang pemberian kekuasaan 
kepada Direksi untuk memutus permintaan pinjaman 
dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan 
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 
1950); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2387); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3843); 



Menetapkan 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repub!ik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 32); 

8. Peraturan Daerah Ka bu paten Lamongan Nomor 9 
Tahun 2001 ten tang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2001 Nomor 9/D) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2014 Nomor 1). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN 
KEKUASAAN MEMUTUS PERMINTAAN PINJAMAN 
(KMPP) PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN. 

Pasal 1 

Memberikan kuasa kepada Direksi PD. BPR Bank Daerah Lamongan 
untuk memutus permintaan pinjaman oleh peminjam/ debitur dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Kredit/ Pinjaman Urn um 

I. pinjaman di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah sampai 
dengan maksimal 10% (sepuluh persen) dari modal diberikan 
kepada pihak terkait, pinjaman kepada pihak tidak terkait setinggi­
tingginya 20% (dua puluh persen) dari modal, dan kepada 
kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait setinggi­
tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari modal oleh Direktur 
Utama; 

2. pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) oleh Direktur. 

b. Kredit/Pinjaman Revolving 
I. pinjaman di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan maksimal 10% (sepuluh persen) dari modal diberikan 
kepada pihak terkait, pinjaman kepada pihak tidak terkait setinggi­
tingginya 20% (dua puluh persen) dari modal, dan kepada 
kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait setinggi­
tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari modal oleh Direktur; 

2. pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) o!eh Direktur. 
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Pasal 2 

Untuk kredit/pinjaman umum yang diajukan oleh peminjam/debitur di 
alas Rp!00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaporkan setiap bulan 
kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. 

Pasal 3 

Direksi PD. BPR Bank Daerah Lamongan melalui Dewan Pengawas 
berkewajiban memberikan laporan setiap bulan kepada Bupati terhadap 
pelaksanaan pemberian kredit-kredit yang direalisir sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

Pasal4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Kekuasaan Memutus 
Permintaan Pinjaman (KMPP) pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Daerah Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2009 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal S 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
Pada tanggaJ 9 April 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
LAM NGAN 

YUH 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 18 

pengundangan 
Berita Daerah 


